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BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar belakang

Masalah Tindak Pidana Korupsi akhir-akhir ini banyak mendapat sorotan dari
berbagai pihak, khususnya semenjak isu reformasi digulirkan. Padahal sebenarnya
korupsi bukanlah merupakan hal yang baru, bahkan semenjak Republik ini berdiri
telah dikeluarkan berbagai peraturan yang pada intinya untuk mencegah dan
mengatasi terjadinya tindak pidana korupsi tersebut.

Tindak pidana korupsi merupakan salah satu bentuk kejahatan yang paling
merugikan dan harus diberantas oleh pemerintah dengan seluruh aparatnya, karena
akibat yang ditimbulkan oleh perbuatan tindak pidana korupsi ini sangat merugikan
keuangan keuangan negara, menghambat dan mengancam program pemerintah dalam
bidang pembangunan, bahkan dapat berakibat mengurangi masyarakat dalam tugas
pembangunan dan menurunnya kepercayaan masyarakat pada jajaran aparatur
pemerintah.’

Dalam perkembangannya perbuatan Tindak Pidana Korupsi terjadi dimana-

mana dan sering terjadi dinegara berkembang termasuk negara Indonesia.

! Soerjono, Kejahatan dan Penegakan Hukum, Rineka Cipta, Jakarta, 1995, Halaman 13.



Adapun beberapa faktor-faktor penyebab semakin banyaknya Tindak Pidana

korupsi pada negara-negara berkembang tersebut antara lain :

Belum mantapnya sistem administrasi keuangan pemerintah,

Belum Efektifnya penegakan Hukum dan peraturan perundang-undangan
yang mengatur tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi serta
masih banyaknya ditemukan celah-celah ketentuan yang merugikan
masyarakat,

Lemahnya dan belum sempurnanya sistem pengawasan keuangan dan
pembangunan serta tingkat penggajian atau pendapatan Pegawai Negeri
yang rendah, dan

Masih dijumpai beberapa kendala yang menyebabkan kurang efektifnya
upaya-upaya pemberantasan Korupsi yang menyebabkan pemberantasan
Tindak Pidana Korupsi telah dilakukan belum mencapai hasil yang

diharapkan. 2

Dalam upaya penegakan hukum, tidak hanya untuk perbuatan Tindak Pidana

Korupsi, melainkan untuk segala bentuk Tindak Pidana, ada beberapa faktor yang

mempengaruhi penegakan hukum yaitu :>

2 Ibid, Hal 13.

3 -
Soerjono Soekanto, Faktor-faktor yang mempe j
persada, J i yang pengaruhi penegakan Hukum, PT. Grafindo



1. Faktor Hukumnya sendiri yang didalam tulisan ini akan dibatasi pada
Undang-undang saja ;

2. Faktor penegakan Hukum yakni pihak-pihak yang membentuk maupun yang
menerapkan hukum ;

3. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum ;

4. Faktor masyarakat yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku
diterapkan ; dan

5. Faktor kebudayaan yakni hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada
karsa manusia didalam pergaulan hidup.

Adapun faktor yang merupakan kendala dalam upaya pemberantasan korupsi
yang dijumpai selama ini antara lain :

1. Belum memadainya sarana dan skill aparat penegak hukumnya :

2. Kejahatan korupsi yang terjadi baru diketahui setelah memakan waktu yang
lama, sehingga para pelaku telah memindahkan, menggunakan, dan
menghabiskan keuangan negara relatif sangat kecil ;

3. Beberapa kasus besar yang penangannya kurang hati-hati telah memberi
dampak yang negatif terhadap proses penuntutan perkara.*

Perkembangan dan pertumbuhan pembangunan, khususnya di bidang

ekonomi dan keuangan telah berjalan dengan cepat, serta banyak menimbulkan

. 1 \’f‘s“: i ':'.' ’n;(-"::_/'r”’
mempe an pertumbuhan ekonomi serta peningkatan perluasafi pémbangunat di- 7,
L EET AL ONES
b (o~ ) S

* Ibid, Hal. 14.




segala bidang yang dilakukan pemerintah dan masyarakat juga telah banyak
menimbulkan perubahan tata nilai yang terjadi di masyarakat, yang oleh sementara
orang digunakan sebagai kesempatan untuk melakukan tindakan yang menyimpang
dan manipulasi korupsi yang sangat merugikan masyarakat.

Di Indonesia, ketentuan mengenai pemberantasan tindak pidana korupsi telah
ada sejak berlakunya Undang-Undang nomor 24 prp 1960 tentang pengusutan
penuntutan dan pemeriksaan tindak pidana korupsi, mengingat UU Nomor 24 prp
1960 tersebut tidak sesuai lagi dengan perkembangan masyarakat saat itu yang dinilai
kurang mencukupi untuk mencapai hasil yang diharapkan, maka diganti dengan UU
Nomor 3 Tahun 1971 yang kemudian dicabut dan diganti dengan UU Nomor 31
Tahun 1999 dan diubah serta ditambah dan diperbaharui lagi dengan UU Nomor 20
Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

1. Adapun batasan tindak pidana korupsi berdasarkan UU Nomor 31
Tahun 1999 jo UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan
tindak pidana korupsi meliputi beberapa hal yaitu :Pasal 2 ayat ( 1)
UU Nomor 31 tahun 1999 jo UU Nomor 21 Tahun 2001 yang
menyatakan setiap orang yang secara melawan hukum melakukan
perbuatan  memperkaya diri sendiri atau orang lain yang dapat
merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.

2. Pasal 5 ayat (1) huruf a UU Nomor 31 Tahun 1999 jo UU Nomor 20
Tahun 2001 yang menyatakan setiap orang yang memberi atau

menjanjikan sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara



tersebut berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya,
bertentangan dengan kewajibannya.

3. Pasal 11 UU Nomor 31 Tahun 1999 jo UU Nomor 20 Tahun 2001
yang menyatakan pegawai negeri sipil atau penyelenggara negara yang
menerima hadiah atau janji padahal diketahui atau patut diduga, bahwa
hadiah atau janji tersebut diberikan karena kekuasaan atau
kewenangan yang berhubungan dengan jabatannya atau yang menurut
pikiran orang yang memberikan hadiah atau janji tersebut ada
hubungan dengan jabatannya.

4. Pasal 13 UU Nomor 31 Tahun 1999 jo UU Nomor 20 Tahun 2001
yang menyatakan setiap orang yang memberikan hadiah atau janji
kepada pegawai negeri dengan mengingat kekuasaan atau wewenang
yang melekat pada jabatan atau kedudukannya, atau oleh pemberi
hadiah atau janji dianggap melekat pada jabatan atau kedudukan
tersebut.

Lembaga aparatur penegak hukum terdiri dari Polisi, Jaksa, dan Hakim.
Ketiganya mempunyai tugas dan wewenang masing-masing. Tugas Kepolisian
sebagai penegak hukum dilihat dari ketentuan Pasal 13, 14, 15, dan 16 Undang-
Undang Nomor 2 tahun 2002. Sedangkan mengenai tugas polisi yang berkaitan
dengan proses peradilan pidana diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981

Tentang KUHAP ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76 ).



Berdasarkan Pasal-Pasal menurut Undang-Undang nomor 2 Tahun 2002
Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia maka wewenang Kepolisian
meliputi : Wewenang untuk bertindak terhadap orang, Wewenang Polisi terhadap
barang, Wewenang untuk bertindak lain. Sedangkan wewenang polisi menurut
KUHAP meliputi wewenang sebagai Penyelidik dan sebagai Penyidik.

Pada proses peradilan pidana, kepolisian mempunyai tugas yang bersifat
penindakan atau represif, seperti melakukan tindakan penyelidikan, penyidikan,
penangkapan, penahanan dan penyitaan. 5

Adapun tugas dan wewenang Jaksa di dalam pasal 30 UU Nomor 16 Tahun
2004 yaitu :

(1) Di bidang pidana, kejaksaan mempunyai tugas dan wewenang :
a. Melakukan penuntutan ;
b. Melaksanakan penetapan hakim dan putusan pengadilan yang telah
memperoleh kekuatan hukum tetap ;
c. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan putusan pidana
bersyarat, putusan pidana pengawasan, dan putusan lepas bersyarat ;
d. Melakukan Penyidikan terhadap Tindak pidana tertentu berdasarkan

Undang-Undang ;

s . ;
Rasyid Ariman, Syarifuddin Pettanasse & Fahmi Raghib,2007. Si ] ]
Fakultas Hukum, Universitas Sriwijaya, hal. 85. = +Siotem Peradilan Pidane



e. Melengkapi berkas perkara tertentu dan untuk itu dapat melakukan
pemeriksaan tambahan sebelum dilimpahkan ke pengadilan yang
dalam pelaksanaannya dikoordinasikan dengan penyidik.

(2) Di bidang perdata dan tata usaha negara, kejaksaan dengan kuasa khusus dapat
bertindak baik di dalam maupun di luar pengadilan untuk dan atas nama negara atau
pemerintah.

(3) Di bidang ketertiban dan ketentraman umum, kejaksaan turut menyelenggarakan
kegiatan :

a. Peningkatan kesadaran hukum masyarakat ;

b.Pengamanan kebijakan penegakan hukum ;

c. Pengawasan peredaran barang cetakan ;

d. Pengawasan aliran kepercayaan yang dapat membahayakan masyarakat dan

negara ;

e. Pencegahan penyalahgunaan dan/atau penodaan agama ;

f. Penelitian dan pengembangan hukum serta statistik kriminal.

Berdasarkan Pasal 1 angka 6 huruf a dan b KUHAP, Jaksa Adalah pejabat
fungsional yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk bertindak sebagai
penuntut umum dan pelaksana keputusan pengadilan yang telah memperoleh
kekuatan hukum tetap serta wewenang lain berdasarkan undang-undang, sedangkan
penuntut umum adalah jaksa yang diberi wewenang oleh undang-undang ini untuk
melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan hakim. Dengan demikian

seorang Jaksa belum tentu sebagai seorang penuntut umum di muka persidangan.



Jaksa setiap saat dapat menggantikan kedudukan seorang penuntut umum dan apabila
terjadi hal demikian persidangan pengadilan berjalan terus tidak terpengaruh dengan
adanya penggantian seorang penuntut umum oleh Jaksa lain.

Di dalam UU Nomor 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman Tugas
Hakim yaitu :

(1) Memeriksa, mengadili, dan memutus perkara pidana dengan hadirnya

terdakwa, kecuali undang-undang menentukan lain.

(2) Dalam hal tidak hadirnya terdakwa, sedangkan pemeriksaan dinyatakan

telah selesai, putusan dapat diucapkan tanpa dihadiri terdakwa.

Di dalam Hukum Acara Pidana berdasarkan HIR staatblaad Nomor 14 Tahun
1941 tidak dilihat bahwa Jaksa berwenang sebagai Jaksa Pengacara Negara, tetapi
hanya menyatakan bahwa tugas dan wewenang Jaksa sebagai penyidik dan penuntut
umum. Begitu pula di dalam Undang-Undang Kejaksaan baik dari Undang-Undang
Nomor 15 Tahun 1961, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1991, maupun Undang-
Undang nomor 16 Tahun 2004 tidak disebutkan bahwa Jaksa berwenang sebagai
Jaksa Pengacara Negara. Tetapi dalam UU Nomor 16 Tahun 2004 Pasal 30 ayat (2)
disebutkan bahwa “ Di bidang Perdata dan tata usaha negara, kejaksaan dengan surat
kuasa khusus dapat bertindak baik di dalam maupun diluar pengadilan untuk dan atas
nama negara atau pemerintah “. Demikian Juga apabila di lihat dalam ketentuan
Undang-Undang Pemberantasan Korupsi baik dari Undang-Undang Nomor
24/Prp/1960, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 juga tidak ditentukan tugas

Jaksa sebagai Pengacara Negara. Jaksa Sebagai Pengacara Negara baru diatur dalam



Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1991 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2002
Pasal 32, 33,dan 34.°

Jaksa yang mempunyai tugas sebagai Pengacara Negara adalah Jaksa yang
sudah diberikan wewenang khusus oleh Negara dengan diberikannya surat kuasa
khusus atau surat perintah sebagai Pengacara Negara yaitu Jaksa di bidang Tata
Usaha Negara, baik itu di Kejaksaan Agung, Kejaksaan Tinggi, Maupun Kejaksaan
Negeri dalam menangani kasus-kasus di bidang perdata dan tata usaha negara.
Sedangkan kaitannya dengan kasus Korupsi apabila seorang pejabat/mantan pejabat
menguasai sejumlah aset negara, karena menyalahgunakan kekuasaannya, dengan
sendirinya yang bersangkutan harus dituntut dimuka pengadilan. Sementara aset
negara yang dikorupnya dirampas untuk negara. Suatu tindak pidana tidak cukup
hanya diselesaikan melalui jalur perdata saja. Hal ini untuk menghindari penyelesaian
masalah korupsi menjadi tidak jelas yang dapat merusak kepastian hukum.

Jaksa sebagai pengacara negara dapat mengajukan gugatan secara perdata
terhadap kasus-kasus korupsi yang unsur-unsur pidananya tidak cukup bukti, Namun
secara nyata keuangan negara sebenarnya telah dirugikan. Untuk itu, kemauan dari
lembaga Kejaksaan Agung (Kejagung) sangat dibutuhkan untuk menyelamatkan
keuangan negara tersebut. Dalam pasal 32 ayat (2) UU Nomor 31 Tahun 1999
menyatakan putusan bebas dalam tindak pidana korupsi tidak menghapuskan hak

untuk menuntut kerugian terhadap keuangan negara. Untuk perkara-perkara korupsi

6
Ramelan, Kapita selekta tindak pidana Korupsi, Pusdiklat M.
2002, hal 100. & psi, Pusdiklat Mahkamah Agung RI, Jakarta,
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yang dihentikan penyidikannya bisa dilakukan gugatan perdata sesuai Pasal 32. ¢
Meskipun Jaksa menghentikan perkara korupsi di tingkat penyidikan, namun hal
tersebut tidak mengganggu proses gugatan perdata yang diajukan oleh jaksa
Pengacara Negara. 8

Adapun kasus yang cukup menarik perhatian masyarakat indonesia ialah
kasus dugaan korupsi terhadap penguasa era Orde Baru yaitu H.M. Soeharto yang
telah meninggal dunia. Karena hal ini dianggap telah terbukti atau telah nyata ada
kerugian negara dan pada saat dilakukan penyidikan tersangka meninggal dunia dan
penyidik atau penuntut umum menyerahkan berkas perkara kepada Jaksa Pengacara
Negara guna dilakukan gugatan perdata terhadap ahli warisnya dan dalam hal ini
diwariskan kepada anak-anaknya selaku ahli waris dari (Alm) H.M. Soeharto.

Dari uraian singkat di atas mengenai wewenang jaksa baik sebagai penyidik
maupun sebagai pengacara negara dalam tindak pidana korupsi inilah yang melatar
belakangi penulis untuk membahasnya secara ilmiah dalam skripsi yang berjudul :
“PERANAN JAKSA SEBAGAI PENGACARA NEGARA DALAM TINDAK

PIDANA KORUPSI «

Indnanto Senoadji, Harian umum sore SINAR HARAPAN, Jakarta, 12 oktober 2004.
® www. Google. Com, Jaksa Pengacara Negara, Di akses 13 Jjuli 2008.
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1.2 Perumusan masalah

Berdasarkan latar belakang yang menjelaskan tentang kewenangan Jaksa
dalam Tindak Pidana Korupsi, maka yang menjadi permasalahan dalam skripsi ini
adalah :

“ Bagaimanakah peranan jaksa sebagai pengacara negara dalam Tindak

Pidana Korupsi ? «

1.3 Tujuan penulisan
Adapun tujuan dari penulisan skripsi ini yaitu Untuk Mengetahui peranan
Jaksa sebagai Pengacara Negara dalam Tindak Pidana Korupsi yang merugikan

Negara.

14 Manfaaat penelitian
1. Manfaat Teoritis
Diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi pengembangan
Ilmu Pengetahuan dan memperluas wawasan serta menambah pengetahuan dalam
bidang hukum khususnya mengenai Tindak Pidana Korupsi dan Peranan Jaksa
sebagai Pengacara Negara dalam menangani kasus Korupsi.

2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah dan memberikan masukan

bagi masyarakat maupun instansi-instansi yang terkait agar lebih mengetahui tentang
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kewenangan Jaksa sebagai Pengacara Negara dalam menangani Tindak Pidana

Korupsi.

1.5 Metode penelitian

1. Tipe penelitian

Tipe penelitian yang dilakukan dalam penulisan skripsi ini yaitu secara
Deskriptif Analitis yang dilakukan dengan pendekatan Yuridis Normatif. Penelitian
Hukum Normatif adalah penelitian yang menganalisis suatu keberlakuan hukum yang
dilakukan dengan meneliti bahan pustaka atau data sekunder. Penelitian terhadap
keberlakuan hukum positif dan kaedah-kaedah hukum yang hidup khususnya yang
mengatur mengenai Kewenangan Jaksa dalam Tindak Pidana Korupsi di Indonesia.

2. Jenis dan sumber data

Jenis data dalam penulisan skripsi ini yaitu data kualitatif dengan data
sekunder sebagai sumber data yaitu data yang diperoleh melalui studi kepustakaan
dan dokumen yang ada, literatur-literatur, majalah-majalah , tulisan ilmiah para ahli
dan lain-lain yang dapat dikumpulkan sehingga membantu penulis dalam
menyelesaikan skripsi ini.

3. Teknik Pengumpulan data

Data yang dikumpulkan berupa data sekunder yang terdiri dari :

a. Bahan Hukum Primer, adalah bahan-bahan yang mempunyai kekuatan
mengikat yang terdiri dari peraturan perundang- undangan UU No. 31 Tahun

1999 Jo UU No. 20 Tahun 2001 Tentang Tindak Pidana Korupsi, UU No. 5
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Tahun 1991 Jo UU No. 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan RI, UU Nomor 18
Tahun 2003 Tentang Advokat, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
(KUHP), Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dan peraturan lain
yang berkaitan dengan materi skripsi ini.

b. Bahan Hukum Sekunder, Adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan
mengenai bahan hukum primer yang terdiri dari asas-asas hukum, teori-teori
hukum, doktrin dan yurisprudensi.

c. Bahan Hukum Tersier, adalah bahan hukum yang memberikan petunjuk.
Bahan Hukum Tersier adalah buku-buku, jurnal, majalah-majalah, media

cetak, media elektronik, ensiklopedia, dan lain-lain.

1.6 Ruang lingkup
Dalam Hal ini, penulis hanya membatasi pembahasan mengenai kewenangan
Jaksa sebagai Pengacara Negara dalam Tindak Pidana Korupsi di Indonesia dengan

memspesifikkan berdasarkan Ilmu Pengetahuan dan hukum-hukum positif yang

berlaku di Indonesia.

1.7 Analisis data

Data yang telah diperoleh dianalisis secara kualitatif yaitu sebagai cara untuk
menarik kesimpulan yang bertitik tolak kepada usaha-usaha penemuan asas-asas dan
informasi hukum yang terungkap dalam penelitian ini, dengan tidak menggunakan

angka-angka, daftar tabel, dan rumusan statistik.
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